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ABSTRAK 

Peraturan desa merupakan suatu bentuk peraturan hukum yang dihasilkan 

oleh pemerintah tingkat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa (UU Desa) telah menempatkan peraturan desa sebagai aspek 

penting dalam menopang pelaksanaan pemerintahan desa. Artinya bahwa peraturan 

desa berarti penting sebagai elemen kunci dalam mendukung jalannya 

pemerintahan di tingkat desa. Salah satu aspek kewenangan ini adalah dalam 

pembuatan peraturan desa yang digunakan untuk mengatur beragam aspek 

kehidupan di desa. Agar peraturan desa dapat efektif dan sesuai dengan kebutuhan 

serta aspirasi masyarakat, diperlukan penggunaan asas kelembagaan yang tepat dan 

peran pejabat pembentuk yang kompeten. 

Berdasarkan hal tersebut, adapun yang menjadi perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apa urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat dalam pembentukan peraturan desa dan akibat hukumnya jika Peraturan desa 

yang dibentuk tidak berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat? 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui urgensi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam 

pembentukan peraturan desa dan mengetahui akibat hukumnya jika Peraturan desa 

yang dibentuk tidak berdasarkan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang 

tepat Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu 

pendekatan yang dilakukan berdasarkan data sekunder dan bahan-bahan hukum 

primer, sekunder dan tersier dengan cara menganalisis teori-teori, konsep-konsep, 

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keberadaan kepala desa bersama 

BPD dalam menyusun peraturan perundang-undangan di tingkat desa adalah hal 

yang mutlak sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa 

yang berhak membentuk peraturan di tingkat desa yaitu kepala desa bersama BPD 

melalui kesepakatan bersama. Produk hukum yang dibuat tidak berdasarkan 

ketentuan yang ada dan bukan dibentuk oleh pejabat yang berwenang, maka dapat 

dikatakan bahwa produk hukum tersebut batal demi hukum dan/atau dibatalkan 

 

Kata Kunci : Peraturan Desa, Asas Kelembagaan, Pejabat Pembentuk. 
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